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Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 tahun
2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Mentri Perdagangan Nomor 20/M-
Deg/Pe/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan,
peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus
mempunyai SIUPMB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dari Penelitian ini
diperoleh hasil bahwa Penegakan Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya saling
melengkapi. Pengaturan mengenai minuman beralkohol diantaranya yakni
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/
PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan masih banyak lagi
pengaturan yang terkait langsung dan tidak langsung mengenai minuman
beralkohol. Bisa dibilang pengedarannya sudah diatur menurut hukum di
Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 06/M-
DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 Tentang Pengendalian, dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.
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ABSTRACT

In the Regulation of the Minister of Trade Number 06/M-Deg/Per/1/2015
of 2015 concerning the second amendment to the regulation of the Minister of
Trade Number 20/M-Deg/Pe/4/2014 concerning the control and supervision of
the procurement, circulation and sale of alcoholic beverages it is said that if you
want to carry out alcoholic beverage trading business activities, you must first
have a SIUPMB (licence to be able to carry out special alcoholic beverage
trading business activities). From this study, it was found that the Enforcement of
Regulations regarding alcoholic beverages has been regulated in various
statutory regulations that are complementary in nature. Regulations regarding
alcoholic beverages include the Regulation of the Minister of Trade Number 15
06/M-DAG/PER/1/2015 concerning the Second Amendment to the Regulation of
the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and
Supervision of Procurement, Distribution , and Sales of Alcoholic Beverages,
Regulation of the Minister of Trade Number 20/MDAG/PER/4/2014 Concerning
Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic
Beverages and many other regulations directly and indirectly related to alcoholic
beverages. You could say that its circulation has been regulated according to law
in Indonesia based on the Regulation of the Minister of Trade Number 15 06/M-
DAG/PER/1/2015 concerning the Second Amendment to the Regulation of the
Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and
Supervision Against Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages
and Law Enforcement Against Crime.
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